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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG ' ~ ~
DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Ki. Kemas Umar No. 84 - 22 llir Palembang 30131 Telp. (0711) 364115 Fax, (0711) 364115

Palembang, /A: April 2006

7 -
Nomor : /0d7 /DPMD/2006 Kepada.
.ampiran : | (satu} berkas Yth. Pimpinan P'I. Excelcomindo
Perihal : Pemberitahuan Kewajiban Pratama , T'bk
Retribusi Izin Gangguan, JL Mega Kuningan Lot L4-7 No. |
. di —
JAKARTA

. Schubungan dengan  hasil  penclitian  dilapangan  bhahwa  kewajiban
P1. Exceicomindo Pratama,Thk untuk penyclesaian Retribusi Izin Gangguan
‘Tower di J1.Karyn Jaya Palembang , dengan perincinn yang harus dibayar sebagai

berikut ;
I. Retribusi IGB Tower 1/3 x 15 x 15 x 50 x Rp.5.000,-
x2x /5 =Rp. 56.250.000,-

. = Rp. 25.000.-
Jumliah = Rp. 56.275.000,-

(Lima Puluh [nam Juta Dua Ratus Twjuh Pufuh Lima Ribu Rupiah)

2, Plat Nomaor

Retribusi tersebut disctorkan langsung mclalut Bank Sumsel Cabang
Kolonel Atmo Palembang Nomor Rek- ning 1503010260 atau Bendahara
Khusus Penerima Dinas Penanaman Modal Daerah Kota Palembang JI. Ku.

Kemas Umar No. 84 Palembang.
Demikian atas perhatian dun keijasama yang baik diucapkan teenma kasin,
KEPALA DINAS

A TERANAMAN MODAL DAERAH
TA PALEMBANG

Tembusan disampaikan kepada Yth, : _
1. Walikota Palembang (sebagai laporan). -~
2. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang,.



Munimbang

Mengingat

0.

10,

-

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANQG
FEMBINAAN DAN RIETRIBUSE TZIN TEMPAT USATTA

DENGAN RALMAT TUHAN YANG MAMHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa pengatriran fempat usaha yang ditetapkan berdasarkan Peraiuran Daciah

Kotamadya Dacrah Tingkat 1 Palembang Nomor 3 Tahun ;045 g
Pemberian [zin Tempat Usaba dan Peraturan Daerad Kotmmadya
Tingkat H Palembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retrtbusi [zin Ge-a7uan
sudali tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;

“Mae.ah

baliwa schubungan dengan hurul a, guna mengoptimalkan pembinaan tc:had i
penyelenggaraan tempat usaha, peirlu meninjau Peraturan Daerah Kot =ad v
Daerah Tingkat 11 Palembing Nomor 3 ‘fahun 1995 dan Pernturan aerah
Rotwemadya Duerah Tingkat 1 Palembang. Nomor 19 Tahun 1998 oo

[
disempurnonkan;

vey -
cadie ol

buhwa antuk memenulii maksud lersebul, perlu dintuer dan ditetapian
Peraturan Dacrah Kot Patembang.

Undang_Undang Gangguan (Hinder Ordonnantic) SIb1 Tahun 1926 Notr. - - BN
divbah dan ditamibah dengan Stb! Tahan 1940 Nomor 14 cdan Nomar 50,
Undang-Undang Nomor 28 Tahon 1959 lentang Pembentukinr Daciah 1 5.
I dan Kotapeaja di Sumatera Schan (Lembacan Negara R Tahun 1639 Mgy

LI NRY

75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821):
Undasg-Undang  Momor 8 Tahun 108 tentange Hukom Acarn & odon
(Lembaran Negava RE Tahun 1981 Nonwor 76, Tambahan Lembae RN

Nomaor 3209):
Undang-Undang Naomor 18 Tahun 1997 1enfang P
Dacrah (Lembaran: Negarn 1 Tabua 1997 Nomor 41, Tambahan Lemane,

Negarn Nomeor 3689):

Undang-Undang, Nenor 3
Undang Nemar T8 Tahan 1997 entangy Pajale Dacsall dan Reteibisi Decral
(Lembaran Nepara RE Talun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaan Nueann
Namior 4048);
Undang-Unilang. Nomaor 10 Tabun 2004 tentang, Pembentukan Peraturar
Perurdang-undangm (Lembaran Negara R Tahun 2004 Nomor 53, Tambahar,

P T o TV
zl_}nl"\ Dueral din Ra RIVEN

Falwin: 2000 1entang Perababig st Hidongp

Fembaran Negora Nomear 4389);
Uhidang-Uindangs Nomor 12 “Falum 20004 tentings Pemerintzhan Dacral

{Lembirno Nepoea R-EPolon 2004 Nomor 125, Tambahan Luembanan Negar
Nomor 4137y

Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuongah Tt
Pemerintah Pusac dnn Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara REU Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembinan Negara Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 “Fahun 1983 tentang Pernturan Pelaksianna
Undang-undang Nomaor B Fabun 1981 tentang Hukum Acars Piduni (1embaran
Negara Nomor 36 1ahan 1983, Fambahan Lembaran Negari. Nomor J258):
Peratuean Pemerintah Nomor 66 “T'ahiun 200 wntang  Retribust Daerah
(Lembaran Negara RE Tahun 20001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4139):
Peraturan Dacrah Kot Palembang Nomor 22 Tahun 2000 enlang Kewenanan

o YN

Pemerintah Kota Palembane (Lembarn Daceah Kota Palembearns a0
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Peraturan Diaerith Kota Palembang Momor 2 ‘I'nhun 2001 tentang Pembentukan,
eduduknn, Tugas Pokok, Fungsi don Struktur Organisasi Dinat Dacrdh

(Lembiran Diterah Kol Palembang Tahun 2001 Nomer 3);
Peraturan Daernh Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemsinaan
dan Petribugi Perizinan Nangunan {Lembaran Docrab Kot Puleibong Talur

2004 Nomor 29);
Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 15 Taiun 2004 tentang Pedoman dan

Pembingan Opeeasionul Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daera K
Palembang Tahun 2004 Nomor 3.

Dengan Perselujuan Bersama
DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANC
[Dan

WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN:

RATURAN DAERAIL KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN

DAN iGICTRIBUSE IZIN TEMPAT USATIA

BADL 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Ceraturany Dacrah inryang Jdimaksud dengan

© mempunysi hok atan kewenangan antu

Das=rah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalaly Pemerintal Kota Palembang.
walikotn ndaluh Widikotn Pulembang

Wakil Wallknla adalah Wakil Walikota Palenibang,
Sekretaris Pnerah adalaly Sckretaris Dueral Kotu Palembang.

Dinas  Pensparaan Moda! Daeih adaluh Dinas Penanaman Mol D Kota

Palembang.
Kepala Dinas wlalih Kepala Dinns Penanzman Moda! Dacrah Kota Palembarg.
Ruden adalul suaty hentuk badan usahu melipuli Perseronn Verbatas, Perseroan
lninnys, Badan Usaba Milik Negarn atan Daeraly dengan nuna dan dalam
bentuk apapun. Perschutuiu, Perkumpulan, Finna, Kongsi. Koperust, Yayosan
fltn Qrganisusi yang sejenis, Lembagi Dang Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha

lainnya.

Inslansi alau pejabat yang  berwenang adalalt instapsi atau pejabat yang

k mengambil tindakau/kebijakan datam

had pemberian izin empal nsaha,
Pognbat wdalan pegnvi yang, b
sesuni Jdenpan puratunan perandang - andangan ying berlakie.

Petugas adalah pegawai Dinas Penanmin Modid Dagcrah yang dilinmjuke dan
dilenggkapi dengan Sural Tugas yang ditandatangani ojch Kepala Dinas.

Tempal usabia adalah (empat—tempat untuk melakukan kegiatar, usaha den
Fusilitas yan menunjang tenpat keplatan usaha tersebut, seear: eragur .d;lhm
suatu bidang usaba fertentu dengan maksud mencari keuntungan.

[zin tempat usaha adalah izin yang dipcilukan untuk  menyclenggarakan
kepiatan tempat ugaha yang lidak menimbulkan bahaya kerusukan, gangpust
dan peneemirin lapkungan dadam acrah.
fzin tenapu ustha berdasarkan  Unding Unding Canppauni (1Tinder
Ordannantic) adalah lzin yang diperiuknn untuk mendirikan atou meaggunakan
tempat usalue yang, kepiatannys herdasarkan Pasal | ayat (1) UI'I(!HH.[:‘: - Undang
Cimppann (1 Hader Ordonnaniie bl Tahun 1926 Nomor 226 o Tahun 1940

Noter 11 edann 4560,

d tupnes tertento dibidang petrilusi daernh
2
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26.

27,

30,

- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapal disingkat STRD

cria izin tempat usaha kepada orang atau badan i

Izin Gangguon udaial pemb
an. tidah:

lokasi terlentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan ganggu
termasuk usahn yang Jokasinya (clah ditunjuk olch Pemerintah Pusar awn
Pemerintah Kol

Izin Gangguan Ringan adaloh izin yang diperlukan untuk mendirikan atou
menggunakan  lempal usaha yang diadakan dalom Kota Paleinbang yory
kepiatannya berdasarkan Pasal | ayat (XX) Undang - Undany Gangguas
( Fiinder Ordonnantic ) Sthl, " Taluny 1926 Nomor 226 telah diubah don ditembel
Sthl, Tohun 1940 Nomaor T4 dan Nomor A450.

lrin Gongguan et adalah izin yaog diperlukan  mendirkan
menggunakan fempal wanha ying keglatannya berdasarkan Pasal | oavat
Undang - tmdang Ganpgoan { [ linder Ordonnantic ) Sthl, Tahun 19206 o
226 1cial diubah dan ditambah Stbl, Tabun 1940 Nomor 14 don Nomor 4590,
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang antuk  dapa:
meagirap/isticahal, memperolch pelayanan dan ato fosilites lainnya dengen
dipungut bayaran, termasuk  bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan
dimiliki oleh ihak vang sama, keenali untuk pertokean dan perkattoran.
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UIKL) dan Upayn Pemantanans
Lingkungan (UPL) adalal dokumen dibidang kajian lingkungan hidup vees
dikeluarkan oleh Badan Pengendatian Dampak  Lingkungan Dacrnl: Kotz

SN

Palembang.
Indeks Lokasi yang selanjutnya disingkat 1L adadah mgha pengalion dari Tokas!

ying biasa.

Indekn Capgpuonn yung selajutnysa disingkar 1O adaluly angln peapabinn care
gailgguai yaig biasa,

Retribusi Perizinan Tertentu acdlalah Retribusi afas kegintan tertenia Pomerinle:
Kot dula rangka pemberian izio kepada orany atau badan yang dimaks stk
untule  pembannan, pengriuran, pengendalion dan pengawagan alas kegiatan
pannliatan ruang, penggnnaai sumber diyaalam, Baraig, prassrnn, e
atau Tasilites tertentu puna melindungi kepentingan  umum  dan menjaga
kelestarian lngkungan,

Retribusi izin tempat usaha dao izin empat usaha berdasarkan Undang~Uindang
Ganpguan (Flinder Qrdonnantic) yang sclanjutnya discbut Retribusi adalal,
biaya yang dipungut atas pemberian izin gangguan ringan at izin gangguan

berat yung, dilerbitkun ofeh walikola,

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang raenural peraturan

perundang - indungan reibusi diwajibkan untuk melnkukan pembuyarsi

retrilyai,

Mt Retitbust adalah gl pmgka wakto ternto yang reeipakun hates sakid
bagi wajib Retribusi dalam memuanfaatkan josa dan perizinan tertentu dari
Pemerinloh Kot

Surat Pemberituhuan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD adalah Surat
yang digunakon olel Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran Retribusi yang, tarutang, _
Surat Ketetapan Retribuxi o Daeridi, yang disingkal  SKIEY adalale Surad

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

ncdalah sural uniuk

melakukan taggihan retribusi dan atan sanksi administrasi berupa bunga atau
denda, -
Pondaltaran dan Pendataan adalah seranghaion kegintan untuk memperoleh

donintormasi serin penobasuluin - yony dilokukon vleh petugns reribusi
dengann cara penyinpinian SPRD kepada vajib retribust untuk ditgl secary
lenghap dan henar,

Perhitungan Retribusi Dacrih adalal rincion besarnya retribusi vang harus
dihayar oleit Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangtn
pembnyarin retribsi.  kelebihan  pembayuran retribust maopun sinksi
administrnsi serta Mot Nontor tzin Canggoan Beratatau lzin Gangguan Rinpan,
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3.
35,

36.°

St Ketetapan Retribusi Dacriah Lebib Rayar, yong disingkat SKRDLD adatah
goral keputusan  yung mencitiukan jumdah kelebihan pembayaran retribus
karcna jumlih angsuran reteibusi yang lebih besar daripada retribusi ya=g
terittang dan liduk scharusoyu terutang,

Pembayaran Retribusi Dacrah adalah besarnya kewajiban yang harus dipanchi
olch Wajib Retribusi sesuni dengan SKRIDY dan STRD ke Kas Dacrale aczu
ketempat Jain yang ditunjuk dengan batas wakiu yang telah ditentukan.

Surat Keputusan Reteibusi Dacrah Karang Dayar Tambahan, yang disiglat
SKRRDKIFT adedal Serat Keputasen yanp menentukian tambahan ates inmizh
retribusi yang, delah ditetapkan,

Kas Dacrah ilatah Kas Pemeringih Ko Palembiny,

cenyidik ndutah Popubat Pegowai Negert Sipil tertentu yong dibert weweni g
khusus oleh Undang-unding untuk melakukan penyidikan,

“Penyidikan Tindak Pidana di bidang pembinaan dan retribusi zin Temgat
Usahn adualsh scrangkaian tindekan yang dilakukan olehr Penyidik ani_x
mencari serta mengumpulkan’ bukti, dengan bukti itu membust terang find.
pidana di bidang pembinaan dao retribust Izin Tempat Usaha yang terjadi secma

menemukan tersangki.

BAB U
MAKSUD DAN TUITUAN
Pasal 2

Pembinaan perizinan wmpat usaha dimaksudkan sebagai urahan, pedoman g
pengawasan  bagi  penyelenggaraan fempat usahie agar o sesant o dong o

pertukannys.
Pasail 3

Tujuan pembinaan dan nengaturan penyclenpparaan tempat usaha adalah sebag:
upaya untuk meningkatkan pelayanan dibicang perizinan sehingga erwujudns -
keteraturan, kebersthion dan legalitng tempat kegintan usaha terscbut,

DAL I
PILRIZINAN
Pasal .l
Setinp orung alau bodan yang menyelenggarkan dan atan memperluas tempa:

usnha dun empat usaha  berdasarkan Undang-Undang  Gungguan  (Hinder
Ordonnantie) haruy mendapat izin dari Walikota.

Pasb 5
(1, Untuk mendupatkon izin tempat usaha dan izin tlempat usaha berdasarken
Undang Ueelang Ganggoan (Hinder Ordannantie) selugaimana dimuksud
Yasad A Perataran Dacral ini, Pamohon tevlebil dabuly hoeas mengnjuken
permohoni seeara tertulis kepada Wadikota melalul Dings fenangmgn
Moaodal Daceah,

(2 Syarat pengajuan permchonan izin tempat usahi sebagaimani domabiod
ayal (1) Pasal ini, adalab sebagai berikut

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

b. I’hoto copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum,

Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan,

Phote copy Dokwmen Hlpaya Penpelolaan Bimgkungan (LK) oo
Upaya Pemantaan Linpkungan (U1 apabila Jdiperlukan.

C.



e ety ptnn dunih Tokash
I, Rekomendasi Camal.

i Rekomendusi dari Unil Ferja ferkail,
h. Photo copy lunas PBI Tahun terakhir
i Tzin tetangga apabila diperfukan,

j. Pasphoto ukuran 3 x4 cm 2 lembar

I’asul 6

Lrin tempal usaba dan izin lempat usahia herdasarkan Undang - Undang

{H
Gangguan (Hinder Ordonnantic) diberikan atas nama Pemchon.

(2) lzin tempat usaho berdasarkan Undang ~ Undang Guogguen (Hir.er
Ovcdonnantie)  sebapgainnm dimaksud  Pasal 4 Pemteean Daemb o af
diterbitkan seleiuly memenuhi persyaratan administasi dan whkms can
[nstansi teknis terkait aactalui Tio Terpadu.

(3)  Anggota Tim Terpudu sebapgaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diletapzan

dengan Keputusan Walikola

Pasal 7
Setiap pemepang izin flempat usaha dan izin lempat usaha berdasarkan Undar o
Undang CGangguan (Hinder Ordenngndic) diwajibkan memasang Plat Momor &0
ola

memesang Petikan Surat Izin Tempat Usaha pacla dinding depan yenz

dilmes.

AL IV
TANGICA WAIRTU BERLAKUNYA LAIN
Pasal 8

(1Y wangka wakia berlakunyasizin tempd usalin dan dzin lemipat wsao
berdasarkan Undung--Undang Gangguan (Hinder Ordonnanticy ditetapks

selama usalur tersebut masih berjalan.

(1) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin tempat usaha dan izin
lempat  wsaha berdasarkan - Undang—Undang Gangguan  (IMinde:
Ordonpantic) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemepang izint
wijih melakukun pendafloran olang setinp 3 (liga} b sk tedhinung
aejak tanpgal diletpkannyn izln teraebut,

Pasal 9
() Untuk mendaliar abgs, Pemohon terlebib dohulu harus mengajukan
permohonan seears lertulis kepda Walikota melalui Dinas 'enanaman
Mada! Dacral,
Syaral pebgajuan permohonan dalar wang izin empat usaha scbagaimang
dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut : el
a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (TP Pemohon,
b, Surat Izin Tempat Usaha (STTUY asli.
Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL} dan
Upuya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan,

d. DPhoto copy lunas P tahun terakhir.
e Pas photo ukuran 3 x 4 ¢m 2 Jembar.

C.
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Pasal 10
Walikata  dapat menctapkan izin bersyarat dengan pembertan balas waktu
berlakunya terhadap izin tempat usaha dan izin lempal usaha berdasarkan
Undnng - Undang Gangguaan (Hlinder Ordonnanlic).
Untuk meadnapatkan izin bersyarat sebugaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
Pemohun terlebil dohulu harus mengajukan  permohonan sceara tertuliv
ke Walikatun melabui Dindis Penanaman Modai Dactiul,

Syarnt pengajuan permohoman izin dersyarat scbagaimana dimakzue

ayat (2) Pasal inic adulah sebogai berikut

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemaohon.

b, IPhote copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum.

Photo copy fzin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan.

Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkunpan (UKL) dar
Lipaya Pemantauan Lingkangan (UPL) apabila dipeelalan,

d.

¢. Peta atau denah lekasi.

. Reckomendasi Camal,

g, Rekomendasi dari Unit Kerja terkait.
h. Photo copy lunas FRB Tahun terakhir
i, lzin tolangea,

Pagphioto ukuran 3 x 4 em 2 lembar,

Pasal 11

fin tempat usaha dan izin fempad usehi berdasarkan Undang—Undang Ganpuan
(tlinder Ordonnaniic) dapat dizabut apabila nemegang izin :

a.
Ir.
c.

(2)

jika izin tempat usahanya diparoich secara tdak syal

tidak melakukan kegiatan - - kegiatan pokok sesual izin yang diberikan;

tidak memenuhi ketentuan — ketentuan yang diietapkan dalam sural izin
fempat usuhanya,

mengadakan perlaasan tempat usalianya tanpa izin dari Walikota;

memindah tingankan izin lempat usahanya kepada pihok Tain

tedok mctulukan dollae ulong,

memindalilin empat usnhanya,

BAB V
OBYEK DAN SUBYEK

. Pasal 12

Obyek izin terapat usaha dan-izin tempat usaha berdasarkan Undang-—
Hading Ganpgeaan (Hinder Ordonnantic)  adalah semua tempat yang
dpergnnakan ik menyelenggarekan kegiatan  tempat wsaha daiam
Paernh,

Obyek izin tempat usaha dan izin fempat usnha herdnsarkin Unclang-
Undang Ganggaan (Hinder Ordonnantic) sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, adalah sebapai berikut.: — s
i dzin Ganggoan Ringan terdiri dari :

1)y Ruraah sakit, klinik bersalin, klinik keschatun, balai penpobaton,
apotik, toko obat, optikal, laboratorium  kesehatun, penpobatan
ranlisional dan tempat praktek dokter;

Paneinapan, wisme, rumah makuan, restoran kafetaria, toko kopi.
pecniainan anak  anak, lempat-tempal kos, nedung (enipat pesti,
tempat-tempat hiburan gedung bioskop dan fempat- e alahrag

vyt bersifil Komersil:



)

Dikeeuntikun dazi objek
ditunjuk oleh Pemerintah P

)

S)
6)

/)
3)
Y)
10}

“Tempat usaha bab

Safon, puantd pijut.  tempat punting  rambut, penjulit  pakaian,
kerajinan songkel dan keeajinan kerang;
‘Tohe Surbia Ada (Toserba), Toko, W
Pusur Swatayan, Pusal Perbelenjaan,
Kantosr hiroe jasi;

ung Serba Ada ¢ Wasa ba),
kantor badan hukum dan

¢n bangunan, pembuatan ukiran/kerajinan kayu;
congargan mobil, motor, warung (clekomunikasi
(wartel), perectakan tanpa mesin dan perbaikan elektronik:

Tempat penyhopanan barang tanpa pengolahan, tanpa mesin dan
menyimpan  barauy yang lidak berbahaya baik terbuka maupun
tertutup,

Tempatt usaha perparkiran khuasus.
Tempat-lempal pendidikan non formal  atan

Sekolah (P1.8) yany bersifat kemersil,
Temypal-tempal piEnerin yong: mekkuky fransaksi dagong,

Ruong pamer

lendidikan  Luar

b Tzin Ganpguan Berat terdirt dari

i)

5)
()

/)

8)

())
1))
1)

12}
13)

Subyek zin el
U, Ganpgiiin (Hinder Ovdonm

vange menyeleaerh

Bengkel, galangan kapal dan landasan pesawat udara dan bengkel
keicly apl:

Pabrik o bahan kimia, korel api.
lain - Tane

Pabril - ubi kayo/tipiocy, Larel.
karet, kopi. malaan, mpnian dan mie:
Mengolal/menyingpan - bavang - ying
berbabayi,

Prenpolshan lemnk, damar,
berbiuyi |
Pornolenpim
PEOEWCTLIL
Tempal lalihan menvmbak, ruang kerju y
yang mcalt meleus dan meayimpan/mengolah bahar

mengrap/herhahiyig

gus, porselin, keraumiik, kaca dan
potah poreafbahan mengandung -
mudal nwngoapfbarang

bungkir atnu smnpoli jenis kecambaly dan

hewan, penaulitan, penycniian,  pengsin dan
armz mengerjakan barang
vy muchith

g beai, pertukangan Ky, peaifingon

irefebsmu lopiun, poclakaeg,
bartu, pembakaran geateng, penggerpjian Koy, permahatin bata dan

tain - laing

Banpsal  kapuk, pembatikon, bangsal  tempat menpgantunekan

fembakau dan penerahian susiy
Penyewann  kereli,  pompa hensin  (SPBRU), cncian kendarmm
bermutor, pereetakan dengan mesin dan cuang, kerja biro reklame.
Peswwer srnnn komunikast don foanilites PeOLUNENYiL

Tempat pemeliharian burung walet.

Ftotet, diskotik dan bar,

nsndir dan ivin tempat asabn Dusdisurkan tndnang-
ntie) adnlah sctiap orang atou badan

an st memperluas tempat usalin yang dincdlakain

i hwenh .
- L]

PPusnl 11

etribusi adulaly lempal usithie yug folkasinyt b

usal dan alau Pemerintah Dacrah,



BAR VI
NICTENTUAN SILSARNYA RETRIBUS]

Pasal 14

(1} Unwk setiap pemberian izin {empat usaha dan izin Lampat usaha berdasarkan
Undang - Undang  Ganpguan {Ilinder Ordannantic) serta  dafiar nlang

dikenakun Retribas;

(2). Besarnya Retribusi izip empal usaha dan izip empal usaha Gerdasark - o
Unclung—Undung Camnpgroan (Hinder Ordonnantic) sebagaimana dimaksug as o
(1) Pasal ini, adadah sebagai berikg ;-

. Reteibusi Izin Tempat Usaha Gangguan Ringan:

1} Golongan | dengan luas ruangan tempat ussha dan fasifjias yanz
mendukungnya sampai dengan 25 meler persegi scbegor Rr
125.000,-

2} Golongun I dengan Juns ruangan tempat
mendukungnyn lebit dari 25 meter perseg
Persegi sehasar Rp, 200,000, -

B Gelonpea (1) dengan 1uas ruangan lenipat usaha dan fasili
mendukungnya lebil gari S0 meter porsepi sampa, dengan 100 pere-
persegi sebesar [Rp. 306.600.- '

1) Golongan 1V dengan luas my
mendukungnys felih da 100
persegt sebesar Rp. 400.000, -

3) Golongan Vv dengan luas fuangan tempat usaha dan fasilitas vang

mendukungnya lebih dari 200 meter persegi sampai dengan 3006 mewer

persegi sebesar Rp. 450,000,

0) Colongan Vi dengan luas ruan
mendukungnyn Tebih dari 360 m
persegi sehesar R, S00.000.-

7) Gotopgan VI dengan fuas fushgaa tempal asnha dan fasilitog ity
mendukingnya lebih dori 400 meter persenl, ditetankan  sehes

n . R Y e . H
) 2 500~ paimieler péisepr,

v/h. Reiribust {zin Tempat Usahs Gunggoan Berat (RIGR) ditetopkan menurut

rumus sebagoi berikut ;
RIGn = TLox H x 3G x LRTU dan fasilitas yang mendukunpnya,

usaha dan fasilitas yang:
i snmpai dengan 50 mere:

Povan,

angan dempat usaba dan [asitas vang
meter persepi sampai dengan 200 metg-

gan {empat usaha dan fasility, yang
eter perseai sampai dengan 460 meter

1) Besaya il lingkangan ('11.) adalah scbagai berikut :

a)  Lingkungan Industri/
Rp. 4.000,- permeter parsegi

Kawasan Industei
@ Lingkungan i'eetoiconn Rp. 5.000,- perineler JRPSCR
- Lingkungan Pernnahan Rp. 6.000.,- peracter perscpl
Rp. 6,000, pertieter prersepd

d) Lingkungon Pasar
¢) LinpRngan Pergngngn,
N Lingknngan Sosial

2) psdeks Lokusi (1.} adalah sebagai berikut
@.lulun wtann, indeks - 2 (dun)

W odalan sekonder, ek s f.A {(nln xerenpaly)
¢} Jatan fingkunpan, indoks I (sulu)

Rp. 7.000.- permeter hursepi -
Rp. 8.000,- permeter persegd

3) Inudeks Gangguan (14)) adaleh sebagai berikut ;

Ak Gangguan Besar indeks 2 (dum)
W )Cnnpgunn Scdag inedel« ! i)
Ll TR PG beproen ol s oy

A R Fempat laahe (8 RTUD

B TR TR



5) deks Lokasi dan Indeks Gapgguan sehagaimana dimaksue angkn 2)
dan angka 3) nyst (2) hural b Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota,

rut menggunakan alat—alat kerja berupa vap. air,

Apabil izin gangguan be oeru
busi tambahan set:agai berikut:

+

gas dan motor lwinnyn dikenaikan retei

L]

1} ckuatan mesin sampai dengan 10 PK Pp. 50.00C.-
2) Keknatan mesin febih dari 10 PK sampai dengan 25 P Rp. 100.000,-
3) Kekuatan maain kehih dari 25 PK sampai dengan 30 MK Rp. 150.00¢ .-
4) Kckuatan mesin lebil dari 50 PK sampai dengan 100 PK Rp. 206.00¢ .-
5) Kekuatan mesin lebib dari 100 P sampa’ dengain 150 PK Rp. 250,06 .-
¢) Kekna-ai mesin lebih dari 150 PK sampai dengan 200 FK R, A5¢.00 .-
7y Kekoman nzsin lebih dert 200 PR ditetapkan Rp. 2,500, per-setiap 17+

petriburi dultne wling izin temoal usnhia den Bein flempal useam
Indany Gangeean {Hinder Ordonnentic) ditctapksn
duri oril sebngnimana dimalksad w,al Ry

()] {Jeanrnyu
berdasaigan Ulindang -
sebesar S0 % (lima pulub persen)
Pasal il

iz tempat usahny dan jzin tempat s aa

(@) Besumyn biaya seliap plat tomor
guan (Hinder Owdonnantie) ditetapan

berdasarkan Undang — Undang Gany
sebesar Rp. 50.000.-

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUS]
I'asal 15

Retribusi izin tempat usaha dian izin lew pu asnha berdasarkan Undung, - Undiog
Ganggunn (Hinder Ordonnantic) sermasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

BALL VI
CARA MENGURHIRTINGRAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

gunaan jasa adalah didasarkan pada :

Carn mengukur tingkat peng
ha don fusilites yang menunjang usaha tersebut

a. Luas ruangon lempnt vsa
b, Besarmya il lingkungan
¢.  Indeks loknsi

d. elndeks pangpiin

RAB IX

PRINSIP YANG CIANUT DALAM
PENIETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUS!

Pasal 17
aliamt penctapan strukiue dan tarif retribusi didisarkan pada

Prinsip yong dinnut d
' au sama dengan binya penyelenggaraan pemberian

tujunn untuk menutup schagian nl
tempat ixin gangguan.



: BAB X
TATA CARA PENISTAPAN RETRIBUSI

Pasal 18
(1) Penctapan Retribusi berdasarkan SPRID dengan menerbitkan SKRD.,
(2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi scbagaimana dimaksue
pada ayat (1) Pasal ini, imaka diteehitkan SKRD seearn jubatan,
(3} Bentuk dun isi SKRD selijpainann dininksud ayat (2} Pasal ini ditctapkan
Walikota,
Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula
belum terungkap yang menycbabkan penambahan jumlah Retribusi yeng terluang

maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAIB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasatl 20

Retribusi izin tempat wsaba dan izin tempat usaha berdasarkan Uindana-Updany:

Gangguzn (Hinder Ordonnantic) dipungut dalun acrah.
BABR XV S

MASA RETRIBUSY DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

) 1*asal 21
Masa Retribuai adulah jungka waktu tertentu yang lamanya ditctapkan olel.
Walikota sebagai dasar untik menetapkan besarnya reiribusi tcrutong.

Pasnl 22 .
Retribusi terutang teeindi pada sual ditetapkan SKRD atau dokumen lain yeng,
dipersamakan.
BAB XII

TATA CARA PENDAFTARAN GAN PENDATAAN

‘ Pasal 23

(1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaltaran dan
pendatoan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili didatam Dacrafre ¢«
maupun yang berdomisili diluur Dacrah tetapi memiliki Objek Netribusi di :

Daerah,

(2) Kegiatan pendallnran dan peirdatnnn dinwnli dengan mempersiopkan dokumen
yany diperlokan bernpa formulie pendidiaean dan pendatann disampaikan

kepade Wajil Ketribusi yang bersangkutan,

(3) Setelah formulir pendallaran dan pendatnan dikirim disainpaikan kepada wajib
retrtbusi diist dengan jelas, fengkap dan Lenar dikembalikan kepada petugas

retribusi,



BAB X111

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Pemungwtan Retribusi tidak dapal diborongkan,

2) Pelaksanaan Pemun ulan Petribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Perziurn
g

Dacrah ini, ditetapkan olch Walikota,

Pasal 25

(1) Retribusi dipungut dengan mengpanakan Suray Ketetapan Retribusi D:c ah

SKRD),

(2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atay
kurang membayar, dikenakan sanksi edministrasi berupa bunga sebesar 2 9
(dua persen) sciiap bulannyd dari retribus; yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dilagih dengan imenggunalian Surat Tagihan Retribys) (STRD) d=’am

Dacrah,

BAB XI'v
TATA CARA PEMBAYARAN

Pusul 26

dilakukan ke Kas Daerah atau ketempat lain jang

SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambalar,

Penmibayaran Retribusi Duerah
ditunjuk dengan menggunakan

Pasal 27

Pembuyaran Retribusi hieus dilukukan sceara lunas,

Pasal 28

1) Pembayaran Retribiusi scbagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Dacrzh inj
Yy

diberikan Tanda Buki Pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatot dalam buku pencrimann,

(3) Dentuk isi, kuatitns, ukurim buky din tandn bukli pembayaran Neteibus!
i'lilctupkun olely Walikota,

BAB XV
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

.l’alsnI'Z‘)
(I) SKRD, SKRD sccara Jubatan scbagaimana dimaksud Pasal 18, SKRD

Tembahan sebagaimann dimaksud Pasa 19 don TR sehagaimana dimpksod
Prsal 25 ayat (2) Peraturan Dacrahy ind dicnin dalam buku Retribusi,

(2) Arsip dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesual nomor herkas scenr

“herureai,



Pasal 30

(1) Besarnya penetapan dan penyeloran retribusi dihimpun dalam buku Retribusi.

(2) Alas daser buku retribusi scbagaimana dimaksud ayat (l"). Pasal ini dibiat
daflar pencrimaan. '

(3) Berdnsarkan dultar penerimaan dimaksud sebagaimane ayat (2) Pasal ni
dibuat laporan realisasi pencrimaan retribusi sesuai masa retribusi.

BADR XVI
TATA. CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal

1) Pengcluaran surat peringatar/surat
an 7 (tujuh) hari se>clum

lindakan pclaksanaan penagihan retribusi dikeluark
jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangks wuktn 7 (tujul) hari sctélah tanggal surat peringatan/surat
teguran/eurnt lain yang scjenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinyva

yang torulany,

(3) Surat teguran sebagnimann dimaksud ayat (1) Pasal ini dikcluarkan oleh
Walikota.
 Pasnl 32

k meluksanakon penagihan retribusi

Bentuk  [ormulie yang  dipergunaken  untu
acrah ini ditetaphan oleh Walikota,

sebapaimuana dimaksud Pagal 14 Peratuean D

BADB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
NAN IP'EMV BEBASAN RETRIBUSI

l'nm_l! a3

(1) Walikota dapal memberikan  pengurangan, Keringanan dan pembebasan
retribusi,
urangon, keringanan dan pembebasan retribusi

(2) Tata cara pemberion peng
(1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

sebagaimana dimaksud ayat

BAB XVIII

TATA CARA I’I'*‘.Ml.‘iETULAN. PENGURANGAN
KITTETAPAN, PENGUAPUSAN ATAU PENGURANGAR
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN -~— ¢

Pasal 34

onan pembetulan SKRD dan
galahan tulls, kesalahan hitung -
turan perundang - undangan

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permoh
STRD yang dalam penerbitannya terdapat ke
dan otou kekeliruon dulam pencrapan pera
Retvibusi Duoeraly,

mjiknn permohonan peagirngin alay

ja bunga dun kenaikun relribusi yany
Ailmemnlinm larann l(r*l(hiinf‘«’\n \V.’!iih

C 0 Wajih Retribisio dapal - men)
neaphapusan saksi administrasi by
' . N ' . . X A
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(1) Wajil Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembdatalun
ketetapen retribusi yung tidak benar.

(4) Permchonan pembetulan  scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inj,
pengurangan ‘ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanks! adminisirasi
schagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis

olch Wajib Retribusi hepada Waiikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejok
faggal diterimg SKR1D dnh STRID dengan memberikan alasan yang jeias dan

meyihitkon wntuk mendukung farmolionannya,
(5) Kecputusan atas pcrmohonan scbagaimana dimaksud ayat (3) Pasal inj,
dilakukan olch Walikota paling lama J (tiga) bulan sejak Surat Permchoran

iterima,

(G) Anpabila setclah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini,
Walikota tidak memberikan  keputusan maka permohonan  pembeiulan
pengurangan Ketelapan penghapusan atau pengurangan sanksi admizistrasi
dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIX
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 35 .
(1) Wajib Retribusi harus menggjukan peanohionan keberatan atas SKRD den
STRD,

(2) Permohonan keberatan sebagaimanu dimaksud ayat (1) Puosal ini, banis
disampaikan sceara tertulis kepada Walikota paling lama 2 (dua) bulzx sciuk
tunggal SKRD dan STRD.

(3) Pengejunn keberatan tidak menunda pembayaran,

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ird,
horus diputuskan elgh Walikota dalain jangka waktu paling lama 6 (enam).
bulan sejak tonggal Surat Permohonan keberatan diterima. _

)

BAB XX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIFAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

Relribusi horus mengajuk~n permohonan  secara tertulis  kepatla
Litunpan pengembulian kelebihun pembuyaran tersebut.

cbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, atas
{ribusi dnpat langsung diperhitungkan terlebih
ai din oty sanksi administrasi berupa_burga oleh

(1) Whajib
Walikotn untuk per

(2) Atas dasar permohonan s
kelebihan pembayaran Re
dubulu dengan utang retribu
Walikota.

) Pasal ini, yang berhak aias

n sebagaimana dimaksud ayat (2
aimbayaran

(2) Alas permohona
ayurnn  Lersebut dapal diperhitungken dengan p

kelabihan pemb
retribusi selanjutnya.

Pasal 37

retribusi yang masih tersisa setelah
dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini,
g 2 {(dus) bulan scjak diterimanya

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran
dilakukan pernitungan scbagaimona
diterbitkan SKRDKD?  paling  lam



(2)

)

(H

(2)

2

M

Kelebihan pembayaran retribusi sebugaimana dimaksud ayat (1) Pase.l ini
dikenakan kepads Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterb:1kan

SKRDKB.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan sctelah lewat wakuw:
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDKB, Walikota memberikan imbalar.

bunga 2 % (dua perseratus) scebulan atas keterlambatan pembayaran Kelekthai: -

relribusi.

Pasal 38

Pengembaliun  scbagaimana  dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerak iri
dilokukan dengan  menerbilken  Surat, Perintah  Membayar  Keletihna

Retribusi,

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerak ini,
diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagni Dukt

pcmbayaran, '

BAB ¥XI
SANKSI ADMINISTRATIE
Pisal 39

Terhadap Pemilik atau Pengusabia atau Pengelola izin tempat usaha dar izin
tempat ussha berdasarkan Undang — Undang Gangguan (Hinder Ordonnantic)
yang lidsk memenuhi kelenluan sebagaimana dimaksud dalam Perniuren
Daerahini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali barturut-iurug
dengan lenggang waktu masing-masing peringatan 7 X 24 jam,

- Apabila peringatan scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dipziuhi

dan atau tidak diindahkan, Walikota berwenang melakukan penutipan dan
penyeg:lan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serfa: pencabutan

izinnya,

BAD XXII
PENYIDIKAN

IPasal 40

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di .lingkungan Pemerintah
Dacrah  diberi wewenang  khusus  sebagai Penyidik  untuk mg[nku!can
penyidikan tindak piduna dibidang izin tempat usaha dan izin tempal usaha
berdasarkan Undang—Undang Gangguan (Hinder Ordonnantic), sebagaimanu
dimaksid dutam Undang-tndang Hukum Acara Pidanu yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebugal dimuksud ayat (1) P'asal Ini adnlah

mencrima, mencarl, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenann denpan tindax pidana dibidang izin tempal us
usahn berdasarkan  Undang-Undang  Gangguan (Hinder
laporan tersebut menjadi lengkap dan

Q.

i
Ordonnuntic) agir kelerangan alau

aha dan izin

<

fa
1l

3k

i B

al

1
3]



- (2) Wajib retribusi yang Lid
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b, menelit, mencar dan mengumpulkim keterangan mengenal orang pribadi atau. badan
tentang kebenamn perbuntan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana izin
tempal  usnba dun izin tempat usaha berdasarkan  Undang—Undang
Gangguan (tinder Ordonnantic);

¢ mominta Kelerangan dan baban buktl dar} erang pribadi atuu badan

schubungan dengan tindak pidena dibidang izin temput usaha dan izin
(cmpar b berdasarkan  Undang-Undang Gongguan  (Hlinder
Ordonnantic); ‘

. memeriksa buku-buku, catntan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenann dengun tindok pidana dibidang izin tempat usaba dan izin
tempat  usaha berdasarkan  Undang-Undang Gangguan  (Hinder
Ordonnantic); :

¢. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencata.an dan dokumen-dokumen lain, seria melakukan penyitaan
terhadap bahan bukii tersebut; _ : :

f  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidiken
tindak pidana dibidang izin tempai usaha dan izin tempat usaha
herdnaarkan Undang—Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie),
menyurul Sertienti dun atay melarang sescorang meninggatkan ruangan
atau  tempat pada soat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identites orang dan atau | dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
huruf e;

l;. nemolrel seseorang yang berckaitan dengan tindak pidana dibidang izin
tempal  usaha  dan izin (empat  usaha berdasarkan  Undang-Undang
Gangguan {Minder Oyrdonnantic);

i memanggil orang untuk’ didengar

tersangka ntau saksi;

menghentikan penyidikan;
melakukan tidakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan

Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantic) menurut hukum yang

Lyt clipcrlunp.uuny\iuwuhkun.

keterangannya dan diperiksa scbaga

7‘—-L_..

(3) Penyidik schagaimany dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan

dimulainya penyidikan  dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, melalul Penyldik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sesuai dengan kelentuan yang diatuc dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana yang berlaku.

BADB XXIII
K TENTUAN PIDANA
' , Paxal 41

(1} Pelanggaran terhadap-izin lempal usaha dan izin tempal usalia berdasarkan

Uindang, - Undang, Gangguan (I inder Ordonnantic)sebagnimana diatur dolam

Peraturan Daeraly ini, dianean pidnny kurungen pading Tama 3 (tigi) hatan'
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

ak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan
Jdana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

keuangan Dacrah dinncam pi
} kali jumlah retribusi terutang,.

denda paling banyak 4 (empat
(3) Tindak pidana sebagaimana Jimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
adalah pelanggoran.



Diundangkan di Palembang
14- %~ 2006
SEERLTARIL DATAAL

ROTA PALEMBANG

pada tanggal
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BADB XX1Y
KETENTUAN PERALIHAN
' l’;laal 42

e

waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Dacrah
ini, setiap orang atau badan yung menyelenggarakan tempat usaha dan temnpat
usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) harus
menyesuaikan dengan ketentuan. Peraturan Deaerah ini.

| n}x_.,u XXV
KETENTUAN PENUTUP
e e .Pasal 43

Dalam jangka

4

Dengan ditetapkannya Peraturan Daereh ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pemberian Surat Izin
Tempat Usaha Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Pcraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Palembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang
Retribusi 1zin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlnku.

PPusal 44

(13 Dinan Penunaman Modal Daetah ndalah Instansi teknis pelaksana Peraturan

Dt i,

(2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator punguia:i
retribusi Dacrah, '

(3) Fal-hal yang bclum diatur dalara Peraturan Daerah "ini, ditetapkan olea
Walikota sepanjang mengenai pelagsanaannya. :

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Duerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang,

) - . Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 ‘Maret 2006

[IKOTA PALEMBANG,

nelam, AS

LEMOARAN DAERAD KOTA PALEMBANG ¢
tanun 2006 voman B SERL &

' oA VRN



